










Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum  melalui adanya kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah melalui tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan sistem pendaftaran tanah yang dianut Undang-undang Pokok Agraria yaitu sistem negatif yang bertendensi positif, maka sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, sepanjang data administrasi, data fisik dan data yuridis yang terdapat didalam pengelolaan administrasi pendaftaran tanah belum dapat dibuktikan dengan sebaliknya. Sistem negatif yang bertendensi positif ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak lain yang merasa dirugikan untuk menggugat melalui lembaga peradilan untuk dapat membuktikan bahwa tanah tersebut miliknya, sehingga sertipikat hak atas tanah dapat dibatalkan/dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Pendaftaran tanah dengan sistem negatif bertendensi positif merupakan sistem yang tepat, dan akan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Akan tetapi dalam penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah membatasi perlindungan hukum tersebut, karena seseorang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat,  jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Ketentuan ini sesungguhnya bertentangan dan tidak sesuai dengan  tujuan dan sistem Pendaftaran Tanah yang dianut, yang dalam praktek hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut yaitu dengan tetap menerima dan memeriksa perkara gugatan atas sertipikat hak atas tanah walaupun telah lebih dari 5 (lima) tahun sejak sertipikat diterbitkan, hal ini mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dengan adanya Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menguji dan mengkaji data sekunder (bahan pustaka) yang berkaitan dengan Pendafataran Tanah dan implementasinya dalam praktek.







A.	Latar Belakang Penelitian 
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, begitu pula ruang angkasa adalah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu sudah semestinyalah pemanfaatan fungsi bumi, air dan kekayaan alam serta ruang angkasa tersebut ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.​[1]​
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan landasan konstitusional menetapkan arah kebijakan pertanahan dalam arti yang luas menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".​[2]​
Bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis, baik dalam kehidupan bangsa Indonesia maupun dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sidang tahunan pada tahun 2001, menerbitkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan ini merupakan landasan politis untuk mengadakan perombakan dan penataan ulang struktur agraria yang timpang serta memposisikan kembali tata kelola masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam untuk mencapai keadilan agraria.​[3]​
Selanjutnya Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001, Pasal 2 disebutkan bahwa "pembaharuan agraria mencakup semua proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".
Berbagai kebijakan dan program tersebut yang ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam bidang pembangunan hukum diantaranya, yaitu dengan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dijelaskan bahwa  "pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum,  struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dari pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar".
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan perangkat hukum pertanahan sebagai sendi dan landasan hukum nasional yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, sebagai berikut​[4]​ :
1.	Ditinjau dari sudut yuridis, khususnya tujuan negara hukum, cukup memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk memiliki dan memperoleh tanah untuk didayagunakan bagi kepentingan hidupnya maupun kepentingan bangsa dan negara.
2.	Ditinjau dari sudut politis, merupakan perombakan terhadap sistem hukum pertanahan kolonial.
3.	Ditinjau dari sudut keamanan, merupakan salah satu jaminan bagi terpeliharanya keamanan dan pertahanan nasional sebagai akibat naluri kemanusiaan untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang dimilikinya.
UUPA berpangkal pada pemikiran, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan petugas bangsa Indonesia​[5]​. Negara sebagai organisasi seluruh masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya sebagai sumber daya.
UUPA memuat tujuan pokok dalam kaitannya dengan konsep hukum tanah nasional, yaitu :
1.	Meletakkan dasar-dasar untuk penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur;
2.	Meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3.	Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria telah memberikan sikap bahwa untuk mencapai tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidaklah pada tempatnya apabila negara bertindak sebagai pemilik tanah, akan tetapi negara sebagai suatu organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa, sehingga bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara.​[6]​  
Hal ini sangat berbeda dengan pengertian asas domein yang berlaku sebelum UUPA. Tujuan domein bahwa tanah untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda, dan filosofi hukum pertanahan Belanda, yaitu "kecuali dibuktikan dengan sesuatu hak eigendom seseorang, maka seluruh tanah-tanah adalah milik dari negara". Bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendom-nya adalah domein (milik negara)​[7]​, bahkan tafsiran pemerintah Hindia Belanda bahwa tanah milik adat adalah domein negara, meskipun tidak bebas ( onvrijlands domein).
Berbeda dengan konsep domein maka pengertian dikuasai bukanlah berarti dimiliki, tetapi kepada negara sebagai organisasi kekuasaan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUPA, mengandung arti bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi mengatur sampai dengan membuat peraturan yang kemudian menyelenggarakan penggunaan, peruntukkan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya, agar kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan dapat terwujud.
Lebih lanjut menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu memberi wewenang untuk ​[8]​ :
1.	Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2.	Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa;
3.	Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dari pengertian hak menguasai negara tersebut, diantaranya dimungkinkan organisasi kekuasaan itu untuk :
1.	Memberikan hak-hak keperdataan, baik kepada perorangan ataupun badan-badan hukum privat seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, antara lain mengakui suatu hukum publik yang sudah ada sebelumnya seperti hak ulayat masyarakat hukum adat;
2.	Memberikan hukum publik yang baru, yaitu hak pengelolaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan negara/daerah. Dari hak pengelolaan ini dapat diberikan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai;
3.	Dapat diberikan hak pakai, khusus yaitu hak pakai yang tidak terbatas waktunya dan diberikan untuk pelaksanaan tugasnya, selama dipergunakan, seperti hak pakai untuk perwakilan negara-negara asing dan lembaga-lembaga pemerintah,
Dengan diberikannya beberapa macam hak atas tanah baik kepada perorangan atau badan hukum, memberikan kewajiban untuk mengelola tanah sesuai dengan yang dimilikinya dan kepada pemegang hak tersebut dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dalam rangka menuju tertib administrasi pertanahan sehingga terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum.
UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. 
Untuk menjamin adanya perlindungan hukum dan terwujudnya kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 19 UUPA merupakan dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya semula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Kegiatan pengelolaan pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan :
a.	Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b.	Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c.	Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Kegiatan pengelolaan pendaftaran tanah dimaksud, pada akhirnya diterbitkan tanda bukti hak atas tanah yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Sertipikat Hak Atas Tanah.
  Sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah, atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".
Terwujudnya kepastian hukum tersebut dapat diketahui dari diberikannya perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum yang tercantum namanya dalam sertipikat hak atas tanah terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain.​[9]​
Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi logis terhadap pengelolaan kegiatan pendaftaran tanah yang pada akhirnya muncul suatu produk yang namanya sertipikat hak atas tanah.
Hal ini memberikan konsekuensi kepada setiap orang dan atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut. Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain, wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.
Munculnya dinamika berbagai kasus tanah, dapat disebabkan dari makin meningkatnya intensitas kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama di daerah perkotaan. Tingginya arus perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota, ketidakseimbangan antara luas tanah yang tersedia dengan pertambahan jumlah penduduk, semakin beragamnya jenis kegiatan sosial masyarakat yang memerlukan tanah, terjadinya perluasan kota yang mengakibatkan tingginya konversi penggunaan tanah, serta beragamnya persepsi masyarakat maupun pejabat atau aparat pemerintah mengenai status hukum tanah tertentu adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya berbagai permasalahan pertanahan.
Secara kelembagaan diwakili oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum untuk terwujudnya kepastian hukum dengan pengelolaan pendaftaran tanah melalui suatu institusi kementerian dan badan yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui pelimpahan kewenangan secara instansional, dari tingkatan provinsi sampai pada kabupaten/kota yang dikenal dengan kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota, yang bertugas menata penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.
Kegiatan pengelolaan pendaftaran tanah yang telah diselenggarakan ternyata belum memberikan hasil yang memuaskan, karena masih rendahnya bidang tanah yang telah didaftarkan. Saat ini telah mencapai ± 54 juta bidang tanah dari ± 85 juta bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.​[10]​
Sekalipun masih rendahnya tingkat pendaftaran tanah di wilayah Indonesia. Tercatat pada tahun 2007, sekitar 2.819 kasus sengketa tanah yang berskala nasional, sekitar 1.065 diantaranya ditangani oleh pengadilan dan sejumlah 1.432 kasus masih berstatus sengketa, serta sekitar 322 kasus berpotensi terjadi konflik dan menimbulkan kekerasan.​[11]​ Kuantitas sengketa, konflik dan perkara pertanahan setiap tahun, menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sampai tahun 2013, terdapat 4.223 kasus.  
Pengelolaan masalah tanah di Indonesia telah dilaksanakan melalui UUPA dan peraturan pelaksanaannya, namun dalam realitasnya ternyata masih banyak sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terjadi, sehingga cenderung UUPA belum memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.​[12]​ 	
Hal tersebut merupakan permasalahan hukum tersendiri yang perlu penanganan khusus demi terlaksananya kegiatan pengelolaan pendaftaran tanah melalui pelayanan pertanahan yang efektif sehingga dapat tercapai adanya perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah.   
Salah satu permasalahan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yaitu yang menyangkut : 
a.	Sertipikat Hak Milik No. 205/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur No. 41/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, luas 13.760 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh) meter persegi, atas nama Ny. JOLLEN BARIAH HARSOJO;
b.	Sertipikat Hak Milik No. 206/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur No. 40/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, luas 49.500 M2 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) meter persegi, atas nama Ny. JOLLEN BARIAH HARSOJO;

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, peneliti akan melakukan pengkajian dan mengadakan penelitian dengan memilih judul tesis, yaitu :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI”

B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah :
1.	Bagaimana kedudukan sertipikat hak atas tanah dalam pelaksanaan penanganan  masalah  pertanahan  di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ?






              Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).​[13]​)
2. Metode Pendekatan 










A.	Kedudukan sertipikat hak atas tanah dalam pelaksanaan penanganan masalah pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
 Sertipikat sebagai suatu tanda bukti hak atas tanah merupakan produk akhir dari pelaksanaan pendaftaran tanah yang merupakan suatu rangkaian dari proses pendaftaran tanah sehingga sampai menjadi suatu bidang tanah terdaftar melalui suatu prosedur secara tertib dan teratur serta pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab dan adanya peran serta para aparatur baik pejabat struktural maupun para pejabat fungsional  dalam pelaksanaan proses pendaftaran tanah tersebut dengan berdasarkan adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat. 
Dengan demikian, proses pendaftaran tanah hingga terbitnya sertipikat yang merupakan suatu tanda bukti hak atas tanah, dilaksanakan melalui suatu proses yang sangat teliti, dengan tujuan pendaftaran tanah tersebut, tidak    hanya untuk sekedar memenuhi target secara kuantitas, akan tetapi dengan adanya tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah dalam pelaksanaan proses pendaftaran tanah tersebut, secara kualitatif yang dilakukan berdasarkan pertimbangan data yuridis dan data teknis serta telah memenuhi data administrasi yang kemudian dianggap sebagai suatu yang sudah benar, karena aparatur di Badan Pertanahan Nasional pada prinsipnya tidak mempunyai kewenangan uji materil, karena  dengan memperhatikan unsur formal dengan melihat adanya unsur  materil yang ada di dalam setiap hak atas tanah tersebut,  merupakan tanggung jawab pribadi masyarakat yang melaksanakan permohonan pelayanan pertanahan melalui pendaftaran tanah, sehingga sedapat mungkin dihindarkan kemungkinan timbulnya gugatan di kemudian hari dari orang-orang yang merasa lebih berhak. Penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanahnya dan akhirnya mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari Negara.
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Pasal tersebut dapat memberikan pengertian bahwa apabila terdapat suatu permohonan pelayanan pertanahan melalui pendaftaran tanah dengan berdasarkan pertimbangan data yuridis dan data teknis, maka pada akhirnya akan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanda bukti hak atas tanah, yang diberikan kepada masyarakat, baik orang atau badan hukum. Mengenai Surat Ukur yang merupakan wadah hasil kesimpulan dari data fisik yang berupa gambar bidang tanah yang telah memenuhi prinsip delimitasi kontradiktur ( terdapat infomasi batas-batas tanah ) dari tanah yang diterbitkan surat ukur. Adapun yang berupa data pembanding dari Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimiliki orang atau badan hukum, yang dikelola secara administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, yaitu dikenal dengan istilah buku tanah. 
Kegiatan pendaftaran tanah yang akhirnya akan menghasilkan tanda buktu hak atas tanah yang disebut sertipikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA, Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah, pada prinsipnya dibebankan kepada Pemerintah dan para pemilik tanah  mempunyai kewajiban mendaftarkan haknya.​[15]​
Sepanjang data fisik dan data yuridis pada Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Buku Tanah Hak Atas Tanah tersebut, terdapat kesesuaian data fisik, data yuridis dan data administrasi, maka dapat dikatakan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut telah memiliki dan berfungsi sebagai alat bukti yang kuat,  sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap sertipikat tersebut menjadi nyata. Kecuali bagi orang atau badan hukum yang merasa berhak atas tanah dimaksud dapat mengajukan keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah membatasi hak seseorang atau badan hukum untuk menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat, sehingga makna dari pernyataan tersebut, dirasakan tidak adil bagi yang juga merasa memiliki tanah tersebut.
B.	Aspek hukum lembaga rechtsverwerking sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah    dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.   
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah melalui Pasal 32 ayat (2) menetapkan lembaga rechtverwerking sebagai suatu lembaga untuk mengatasi kelemahan sistem negatif. Ketentuan ini mengatur bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah yang sudah terdaftar atas nama orang lain ataupun badan hukum, tidak dapat lagi menuntut haknya setelah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis. Asas hilangnya hak karena lampaunya waktu, secara kultural memang dikenal sebagai suatu kaidah yang dianut dalam sistem hukum adat, walaupun terdapat variasi dalam penerapan diantara masing-masing persekutuan adat berdasarkan jenis penggunaan tanah dan lamanya waktu penelantaran. Sebagai suatu asas, lembaga rechtverwerking mulai diberlakukan melalui Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, merupakan refleksi dari sistem negatif yang bertendensi positif, dimana dalam peraturan pendaftaran tanah sebelumnya belum diatur diatur. Lembaga rechtverwerking untuk mengatasi kelemahan akibat digunakannya stelsel negatif, artinya penerapan lembaga rechtverwerking dapat mempunyai pengertian menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak yang memiliki tanah dengan itikad baik, namun pada sisi lain dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa sebenarnya berhak atas tanah tersebut, dengan adanya pembatasan waktu 5 (lima) tahun tersebut.​[16]​
Menurut Subekti ​[17]​ “itikad baik adalah sebagai suatu cara memperoleh tanah secara sah dan yang memperoleh sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah yang diperoleh adalah dari pihak yang sebenarnya bukan pemilik”.  
Dalam hukum adat, lembaga rechtverwerking dipergunakan jika seseorang setelah sekian lama membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah tersebut dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah hak pemilik semula untuk menuntut kembali tanah tersebut.
Lembaga rechtverwerking yang diterapkan dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UUPA yang mengatur hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan adalah sesuai dengan pengertian lembaga rechtverwerking menurut hukum adat. Lembaga ini merupakan penerapan dari hukum adat serta sekaligus memberikan wujud konkrit dalam UUPA sebagai bagian dari hukum nasional. Penerapan asas rechtverwerking terhadap adanya sengketa tanah merupakan kewenangan lembaga peradilan, namun karena merupakan suatu aturan setingkat peraturan pemerintah, yang mengatur meniadakan hak seseorang atau badan hukum maka agar efektif keberlakuannya harus dalam bentuk aturan yang dimuat dalam suatu undang-undang, sehingga secara hierarki menjadi lebih mempunyai norma hukum yang lebih tinggi daripada hanya setingkat peraturan pemerintah.
Lembaga Acquisitieve verjaring yaitu hak seseorang hilang karena pengaruh waktu, sedangkan lembaga rechtverwerking yaitu hilangnya hak seseorang karena haknya tidak dipergunakan.
Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan50 Acquisitieve verjaring (lampaunya waktu/kadaluwarsa)  yang  diatur  dalam  Pasal  584  KUH  Perdata merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik dan acquisitieve verjaring ialah lampaunya waktu sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan, antara lain hak milik.
Jika seseorang menguasai tanah tanpa ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya disebut dengan adverse possession. Setelah lewatnya waktu tertentu ( limitation period ) sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, dapat menjadi hak milik.​[18]​ 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam mengatasi kelemahan dalam sistem publikasi negatif  bertendensi positif  dengan mempergunakan lembaga rechtverwerking dalam pemahaman yaitu bila seseorang selama waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian atas tanah tersebut dikerjakan oleh orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah hak pemilik semula untuk menuntut kembali tanah tersebut, telah menimbulkan kontradiksi di dalam pengertian Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut.
Penggunaan lembaga rechtverwerking pada Pasal 32 ayat (2), dirasakan tidak adil, karena misalnya seseorang yang mempunyai tanah dengan sesuatu hak, akan tetapi tanpa diketahuinya telah didaftarkan oleh pihak/orang lain sehingga dikeluarkan sertipikat atas nama pihak lain dan ia hanya diberikan jangka waktu untuk menggugat 5 (lima) tahun, apabila lebih dari 5 (lima) tahun hak atas tanahnya hilang. Dengan demikian, hak atas tanah tersebut hilang hanya karena adanya batas jangka waktu gugatan.





Sesuai hasil pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.	Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 memberikan suatu kedudukan yang kuat bagi pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah, akan tetapi di sisi lain tidak memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang mempunyai alat bukti sebaliknya, karena hak untuk menggugat ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, hanya dibatasi 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2.	Lembaga rechtverweking dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak dapat menjadi jaminan kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum dalam menghadapi gugatan di Pengadilan, karena dalam praktek lembaga peradilan melalui hakim seringkali mengabaikan ketentuan tersebut, karena berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa  Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dan selain itu pula adanya penerapan Pasal 2, Pasal 53, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mana penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, terasa lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan adanya kepastian hukum terhadap sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

A.	SARAN
1.	Agar dilakukan evaluasi dan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena dalam kenyataannya tidak dapat memberikan jaminan perlindungan hukum sehingga mempunyai akibat timbulnya ketidakpastian hukum terhadap tanda bukti hak atas tanah yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah.
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